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KATA PENGANTAR

Syukur  Alhamdulillah telah  selesainya buku  yang
berjudul pelayanan publik etik Pegawai Negeri Sipil. PNS
sebagai aparatur pemerintah wajib untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat, vang pertama kali dinilai oleh masvarakat
adalah pelayanannya. PNS scbagai aparatur pemerintah harus
mempunyai integritas, netral dan bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Masyarakat selalu menilai  perilaku  dan tindakan-
tindakan PNS. karena yang sering dinilai oleh masyarakat
adalah baik atau buruknya sistem pelayanan, apakah sudah
sesuai dengan etika atau tidak, Masyarakat menilai siapa yang
melayani, melayani dengan apa, dan bagaimana dilayani,
kritikan masyarakat yang utama adalah sistem pelayanannya.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah atau
rangkaian  kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau
pelayanan  adminitrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa tujuan pelayanan publik
semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima
pelayanan. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas,
sehaliknya apabilah pelayvanan kurang baik maka masyarakat
menjadi tidak puas. Menurut Fizsimmons bahwa customer
satisfaction with service quality can be defined perception of
received with expection of service desired, maksudnya rasa
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puas orang yang memerlukan pelayanana bisa diartikan
kecocokan antara pelayanan yang diterima dengan harapan
pelayanan  yang diharapkan. Apa yang diberikan oleh
pemerintah bisa dipenuhi dan sesuai dengan apa yang
diharapkan maka itulah yang dinamakan pelayanan sehingga
masyarakat puas.Kepuasan masyarakat menjadi penentu baik
buruknya pelayanan.

Pelayanan  publik  yang memuaskan teniu  saja
membutuhkan komitmen yang energi yvang besar dan kuat, Sisi
positif dari harapan masyarakat yang dilayani menunjukkan
rasa percaya masyarakat itu sendiri terhadap pelayanan yang
diberikan oleh PNS sebagai aparatur pemerintah, Disisi lain,
persepsi kinerja PNS sebagai aparatur pemerintah didasarkan
atas pengetahuan, keyakinan, dan penilaian publik terhadap
organisasi publik itu sendiri secara nyata. Puas atau tidaknya
masyarakal penerima layanan, bisa dilihat kualitas dari pemberi
layanan. Faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan
adalah  Servqual (service quality), pendekatan berdasarkan
perbandingan dua faktor ulama, yaitu persepsi konsumen atas
layanan nyata yang mereka terima dan layanan yang
sesungguhnya diharapkan.

Penulis menyadari apa yang ditulis dalam buku ini
masih jauh dari sempurna. Saran dan masukan yang bersifat
konstruktif sangat membantu memperbaiki buku ini ke depan.
Demikianlah, terima kasih banyak penulis sampaikan.

Palembang, Januari 2020

Cholidah Utama
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BAB1I
PENGANTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

A.Latar  Belakang Pegawai Negeri  Sipil  sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik

Masyarakat selalu menilai perilaku dan tindakan-
tindakan PNS. karena yang sering dinilai oleh masyarakat
adalah baik atau buruknya sistem pelayanan, apakah sudah
sesuai dengan etika atau tidak. Masyarakat menilai siapa yang
melayani, melayani dengan apa, dan bagaimana  dilayani,
kriukan masyarakat yang utama adalah sistem pelayanannya.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah atau
rangkaian  kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa. dan atau
pelayanan adminitrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pada kenwataannya PNS sebagm pelaksana pelayanan
publik belum menckankan pada sisi etika. yang bisa menilai
baik atau buruknya sistem pelayanan yang diberikan oleh PNS
adalah  masyarakat, Masyarakat mengharapkan agar PNS
sehagal pelaksana pelayanan publik memberikan pelayanan
terbaik  bagi masyarakat, agar bisa memberikan tingkat
kepercayaan dari masyarakat, PNS tidak hanya sebagai abdi
negara saja tapi juga sebagai abdi masyarakat,

1. Etik
Etik (ethic) adalah adalah kata benda, Istilah etik lebih
terkait dengan moral, benar, salah dan juga hukum. Menurut
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KBBI online, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlak atau dengan kata lain etik adalah nilai
mengenai  benar atau salah  yang dianut golongan atau
masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi pelayanan publik
etik adalah pengabungan konsep antara pelayanan publik dan
etik, pelayanan publik etik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap warga
negara dan penduduk berdasarkan nilai benar atau salah yang
dianut dalam gongan masyarakat,

Definisi etik adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh
oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain
etik adalah perilaku yang sesuai dengan nlai-nilai etika. Etika
adalah bagian dari suatu cabang filsafat yang mengaji tentang
kesusilaan, perintah dan larangan, apa yang baik dan buruk,
yang baik harus dilakukan dan yang buruk harus dihindari.
Etika mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku,
baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain,
khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat,

2. Moral

Secara etimologis, kata moral sama dengan kata etika,
keduanya berarti adat istiadat kebiasaan. Perbedaan hanya pada
bahasa asalnya, Etika berasal dari bahasa Yunani. ' Moral dari
bahasa latin mos (jamak mores), artinya cara hidup atau
kebiasaan. dari istilah ini muncul pula istilah merale atau

! Abdulkadir Mubammad, 2014, Erika Profesi Hukum, Bandung,
PT Citra Aditya Baki, hlm.17.
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moril? Menurut pendapat De Vos moral adalah keseluruhan
aturan, kaidah atav hukum  yang berbentuk perintah  dan
keseluruhan aturan, kaidah atav hukum  yang  berbentuk
perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan
musyarakat dimana manusia berada, ciri moral mengandalkan
kesadaran manusia. Jadi manusia tidak boleh berbuat semaunya
sendiri dan tidak berbuat sesuatu.’

Moral adalah tingkah laku atau kelakuan dari seseorang,
hal mana mengandung kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan
mengenai tingkah laku baik atau buruk. Ketentwan tingkah laku
ini dapat didasarkan kepada agama dan atau adat istiadat,
dengan perkataan lain, norma-norma itu dapat didasarkan
kepada agama dan atau adat istiadat. Dengan kata lain norma-
norma itu dapal  bersumberkan  agama  ataupun  suatu
kepercayaan dan kebiasaan, yang kesemuannya tadi berasal
dari suatu agama, Dimana diajarkan secara dogmatis, kaidah-
kaidah penghidupan atau kehidupan yang baik, dengan harapan
agar masyarakat dapat bertingkah laku seperti yang diharapkan,
yaitu  berdasarkan norma-norma,  dengan  demikian  dapat
diartikan, bahwa kaidah-kaidah atan norma-norma tersebut
mempunyai fungsi mengatur masyarakat, *

Walaupun sudah ada norma yang mengatur, tapi dengan
adanya perbedaan-perbedaan kejiwaan pada setiap orang, maka
moral yang terdapat pada setiap orang it akan berbeda-beda
pula. jadi dengan demikian, jiwa seseorang itulah yang
menentukan nilai tingkah laku, apabilah jiwanya rendah,

? Johanes Basuki, 2018, Adminitrasi Publik: Telaah Teoritis dan
Empiris, Depok, FT. Raja Grafindo Persada, him. 135,

" Abdulkadir Muhammad, 2014, Erika Profesi Hukwm, Op. Cir,
hlm. 31,

! Musanef, 2017, Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jakarta,
Gunung Agung, hlm. 8.
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moralnya pun rendah. Terutama bagi pihak-pihak yang wajib
menggerakkan, memimpin  atau membimbing orang-orang
maka moral adalah sangat perlu, dengan alasan bahwa baik
buruknya penggerakan atau kepemimpinan tersebut adalah
tergantung padanya,” bukan hanya pengetahuan saja seorang
PNS harus juga punya moral, karena kebanyakan kegagalan itu
adalah moral yang menjangkiti terutama dalam jabatan, karena
mudah timbul penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan. sehingga menimbulkan
ketidakpercayaan dari bawahan kepada atasannya,

Sebagai kode etik profesi, peraturan dan keputusan ini
dapat dilihat sebagai tuntutan moral internal individu yang
dijadikan pijakan seorang PNS sebagai aparatur negara dalam
menjalankan wgasnya sehari-hari. Tuntutan moral  yang
muncul dari norma moral menuntut seorang PNS dalam
menjalankan tugasnya sesuai dengan norma moral yang ada,
norma moral bisa berasal dari adat istiadat dan norma-norma
agama serta pandangan moral para etikawan yang berbicara
tentang apa yang baik yang wajib dilakukan dan apa yang
buruk yang dilarang untuk dilakukan. Hal yang wajib
dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan menurut teori etika
termasuk kategori leori etika deontologis. Teori deontologis
yang dikemukakan Immanuel Kant menjelaskan bahwa suatu
tindakan atau perbuatan yang baik adalah suatu perbuatan atau
tindakan yang wajib dilakukan, ia wajib dilakukan karena
perbuatan itu sudah baik pada dirinya.”

Hal yang baik menurut kaum Utilitarian adalah
perbuatan yang bawa banyak manfaat bagi orang, greatest

5 5

1bid.

® Philipus Ngorang, 2020, Etika Pelavanan Publik sebuah
Pengantar, Depok, PT Raja Grafindo Persada, him. 3%
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happines of the greatest number (memperbanyak kebahagiaan).
Teori etika yang dipelopori Jeremy Betham dan diteruskan oleh
John Stuart Mill ini menjelaskan juga bahwa suatu tindakan
dikatakan baik kalau tindakan itu membawa manfaat bagi
banyak orang. Tindakan aparatur negara yang tidak korupsi
tentu membawa manfaat bagi banyak orang karena uang yang
tidak korupsi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakal banyak. Suatu tindakan atau perbuatan yang baik
Jjuga suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan
keutamaan moral penyelenggaraan negara, Keutamaan moral
atau moral virtwe, bisa datang dari ajaran-ajaran moral yang
dikemukakan oleh para etikawan.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa diperlukan teori
moral sebagai dasar yang relevan agar PNS dalam melakukan
penyelenggaraan  pemenntahan harus berdasarkan indakan
atau perbuatan yang baik, dan hasilnya bisa bermanfaat untuk
semua orang, baik bagi din PNS itu sendinn maupun bagi
masyarakat yang dilayani.

Teori yang digunakan oleh penulis mengenai moral
adalah teori De Vos, menurut De Vos bahwa manusia dalam
hertingkah laku harus berperilaku baik berdasarkan kesadaran
dari manusia itu sendiri, karena aturan yang diberlakukan
dalam suatu negara berkaitan dengan implementasi terhadap
tingkah laku tiap manusia, tiap orang dalam bertingkah laku
harus sesuai dengan ketentuan dalam aturan, aturan hukum it
berbentuk perintah ataupun larangan, kalau isi aturan hukum
itn berisi perintah harus kita lakukan dan kalau aturan hukum
itu berisi larangan jangan kita lakukan.

" Ihid.
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Menurut pendapat Purnadi Purbacaraka yang dikutif
oleh penulis sendiri bahwa esensi kaedah hukum, adalah
membatasi ataw mematoki bukan memaksa, sebab hukum
sebagai kaedah merupakan pedoman atau patokan tentang
bagaimana seharusnya  manusia bersikap tindak/berperilaku
dalam hukum.” Artinya kaedah hukum ity tidak memaksa,
karena yang dapat mengadakan paksaan it adalah diri kita
sendiri, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau sikap
tindak, karena esensi kaedah hukum adalah hanya sebatas
membatasi/  mematoki bukan  memaksa, agar kita tidak
melanggar hukum, maka kita sendisi punya kesadaran untuk
mematuhi hukum, agar tidak melanggar hukum tersebut.

3, Etika

Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila, memiliki
perbedaan latar belakang filosofi, kemasyarakat dan budaya
dibandingkan filosofi masyarakat barat, dan sangat memelihara
ciika dan sopan santun ketimuran. Fiika bermasyarakat dan
bernegara adalah wmpuan dan sumber moralitas masyarakat
dalam membangun kehidupan masyarakat bangsa Indonesia
termasuk penyelenggara negara,”

Etika berasal dari berasal dari bahasa dari bahasa
Yunani erhos artinya kebiasaan atau watak, Yunani Kuno
ethikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama
filsafat yang mempelajari nilai kualitas yang menjadi studi
mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis
dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik. buruk dan

" Cholidah Utama, 2018, Pengantar Nmu Hukum, Edisi Revisi,
Palembang. Noerfikei, hlm. 38,

" Romli Atmasasmita, 2020, Moral Pancasila Hukoam  dan
Kekuasaan, Bandung. PT Refika Aditama. hlm, 75,

[
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tanggung jawab. Etika menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah etika disebut sebagai 1) ilmu apa yang baik
dan buruk dan tentang hak dan kewajiban, 2) kumpulan asas
atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 3) nilai mengenai
benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat,"'
dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah
laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk,
sejauh yang dapat ditentukan oleh akal."!

Etiket berbeda artinya dengan etika, penggunaan Kata
etika dan etiket sering dicampuradukan padahal keduanya
berbeda makna yang sangat mendasar, Kata etika berarti moral,
menurut penulis istilah moral sama  dengan  etika, hanya
perbedaan penyebutannya saja, sedangkan kata etiket berarti
sopan santun, tatakrama. Persamaan keduanya sama-sama
mengenai perilaku manusia, baik etika maupun etiket mengatur
perilaku manusia secara normatif artinga memberi norma
perilaku manusia bagaimana seharusnya manusia berbuat atau
tidak berbuat. "

Menurut  aliran  utilitarisme  tujuan  etika  adalah
mencapai kesenangan hidup sebanyvak-banyaknya bagi orang
h:lnyuk,” John Stuart Mill mengartikan etika adalah perbuatan
baik vang mengandung unsur manfaat sebesar-besarnya bagi
orang  banyak, sedangkan etika menurut  Bartens  hanya
mengartikan sebagai perilaku baik berdasarkan kebiasaan, dan
tidak mengandung unsur manfaat. Etika menurut pendapar
Bartens berasal dari bahasa Yunani Kuno erfios dalam bentuk

" Johunes Basuki, 2008, Adminitrasi Publik; Telaah Teoritis dan
Empiris, Loc. Cit.

' Ibid, hlm. 158,

1% Abdulkadir Mubammad, 2014, Enika Profesi Hukum , Op. Cit.,
him. 16.

M Susanto, 2014, Filsafat Hune, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 180,
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tunggal yang berarti adut kebiasaan, adat istiadut, akhlak yang
baik, bentuk jamak dari fa etha artinya adat istiadat kebi
dari bentuk jamak itulah terbentuklah istilah etika yang oleh

an,

flsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan
filsafat moral.

Berdasarkan asal-usul kata ini. maka etika berarti ilmu
tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang  adat
istindat." Menurut Teori Hak, etika yaitu suatu tindakan
dianggap benar dan baik jika didasarkan martabat manusia,
dimana tiap kewajiban akan ada hak. Sama halnya dengan teori
keutamaan, menurut teori  keutamaan, etika  yaitu  suatu
tindakan dianggap benar apabilah  berdasarkan  kepada
kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan.'®

Chandler dan Plano bahwa etika adalah ethics is the
rules or standars proffesion, aturan atau standar pengelolaan,
arahan moral bagi anggota organisasi atau  pekerjaan
manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan
arahan moral bagi administrasi publik dalam melaksanakan
tugas melayani masyarakat, '

Istilah  dan  pengertian  yang  dipakai  masih
mencampuradukan istilah-istilah moral dan etika, tapi The Lian
Gie tidak inggin mempertentangkan istilah etika dan moral.'”
Berdasarkan keyakinan bahwa keduanya merujuk pada hal
yang sama, meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda,

" fbid, hlm. 13.
 Aripin, 2004, Filsafar dan Filsafar How; dari Hakikar ke
Tanggung Jowab, Bandung, Alfabeta, him. 132,

" Johanes Basuki, 2008, Adwministraxi Publik; Telaah Teoritis den
Empiris, Loc. Cit.

The Lian Gie, 1986, Erka Adwinistrasi  Pemerintalon,

Universitas Terbuka, him.1. Dalam Wahyudi Kumomotomo, 2018, Enka
Adnrinistrasi Negava, Jakara, PT. Raja Grafindom Persada, hlm, 7,

8
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tetapi makna secara etimologinya tetap sama. Akan tetapi
Solomon menggariskan adanya perbedaan antara etika dan
moral.'®  Frankena mengemukakan bahwa etika  (ethics)
merupakan salah satu cabang Tli‘\.lhll yang mencakup filsafat

moral atau pembenaran filosofi

Dalam konteks organisasi administrasi publik atau
pemerintah, pola-pola sikap prilaku serta hubungan antar
manusia dalum organisasi maupun hubungan dengan pihak luar
organisasi pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-

undangan  yang berlaku. Etika bagi aparatur pemerintah
merupakan hal penting yang harus dikembangkan karena
dengan adanya etika diharapkan mampu  membangkitkan

kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan
masyarakat.” Etika menurut kesimpulan penulis sama artinya
dengan moral hanya yang membedakan dari penyebutan
istilahnya saja. Etika membahas mengenai sikap baik atau
buruk seseorang dalam bertingkah laku atau bersikap tindak
dalam hidup.

Diperlukan teori etika sebagai dasar yang relevan agar
PNS dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan harus
berdasarkan tindakan atau perbuatan yang baik, karena imbas
pelayanan yang baik menghasilkan hasil yang baik juga, baik
bagi diri PNS sebagai penyelenggara pelayanan publik it
sendiri maupun bagi masyarakat yang dilayani, agar terwujud
pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai etika. Teori etika yang

'* Robert €. Sclomom, 1987, Etka Swte Pengantar, Erlangga,
Jakarta, hlm.2. Dalam Wahyudi, 2008, Enka Administrasi Negara, Jakarta,
FT. Raja Grafindom Persada, him. 7.

b Wahvudi Kumorotomo, 2018, Erike  Administrasi Negara,
Jakarta, PT. Raja Grafindom Persada, him 8.

" Sni Hartini, 2017, Hukum Kepegawaian i Indonesia; Edisi
Kedua, Jakart, Sinar Grafika, hlm. 51,
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penulis gunakan adalah menurut pendapat Chandler dan Plano,
hahwa etika berkaitan dengan arahan moral yang digunakan
oleh aparatur pemerintah dalam melakukan tugas pelayanan
publik.

4. Kode Etik

Kode etik dapat mendorong keberhasilan  suatu
organisasi. Suatu organisasi hanya akan berhasil bila PNS
memiliki inisiatif-inisiatif baik, teliti, jujur, dan memiliki
loyalitas yang tinggi. Selain itu, Kode etik bisa menumbuhkan
kesadaran moral PNS dalam penempatan jabatan. Kesadaran
pejabat akan menempatkan kewajiban atas nama pemerintah di
atas kepentingan-kepentingan karir dan kedudukan. Standar
kode etik yang jelas juga memberikan PNS rasa tanggung
jawab karena mencerminkan profesinya sebagai pelayan
publik.*

Kode etik disusun untuk menyediakan pijakan bagi
seseorang untuk membuat pertimbangan secara mandiri dan
menentukan tindakan apa yang tepat dalam menghadapi situasi
tertentu. Berbeda dengan kode etik yang memuat prinsip-
prinsip vang cenderung luas dan tidak spesifik, kode perilaku
merupakan sebuah awran yang merincikan hal-hal yang
diperbolehkan dan dilarang yang merupakan penjabaran dari
nilai etik yang dimiliki oleh instansi.” Dalam kondisi ideal,

* Gilman, Stuart C. 2005, Ethics Codes and Codes of Conduct as
Tools for Promoting an  Ethical and  Professional  Public  Service:
Comparative Successes and Lessons. Washington, D. CPREM, the Waorld
Bank.

= KASN, 2019, Bext Practices Internalisasi Kode Etik dan Kode
Perilakn Pegawai ASN; Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sisten,
Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem - Komisi Aparatur
Sipil Negara (PPS — KASN).
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setiap pegawal akan melakukan tindakan yang sama sesuai
dengan kode perilaku yang dimiliki oleh perusahaan. Kode
Perilaku dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah jenis
perilaku tertentu; misalnya konflik kepentingan, penyuapan,
dan tindakan tidak pantas lainnya. Hal itu juga menurut Gilman
bertujuan  untuk  melindungi  profesionalitas PNS  dan
melindungi reputasi pemerinm.h_zz

Menurut pendapat E. Sumaryono yang dikutif oleh
Sirajuddin ada beberapa alasan pentingnya kode etik profesi,
vakni : (1) Kode etik 1t sebagai pengawas sosial, (2) Kode etik
penting mencegah pengawasan atau campur tangan yang
dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa
agen atau pelaksanaannya, (3) Kode etik penting untuk
mengembangkan pedoman kehendak yang lebih tinggi.™ Asas
Profesionalitas  yaitu asas  yang mengutamakan keahlian
berlandaskan  kode etik, pedoman bertingkah laku vang
dirumuskan ke dalam norma, baik itu norma agama,
kesusilaan, sopan santun maupun norma hukum vang disebut
sebagai etika.

Kode etik merupakan suatu etika yang telah disepakati
oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya
termasuk dalam norma sosial. Namun apabila ada kode etik
yang memiliki hukuman yang agak berat, maka masuk dalam
kategori norma hukum. Norma atau kita sebut dengan istilah
kaedah adalah patokan/pedoman/petunjuk bagi tiap manusia
dalam bersikap tindak atau bertingkah laku dalam hidupnya.™

= Hivied.

U Simjuddin, 2012, Hubume Pe davanan  Publik;  Berbasis
P(rﬂmp{m dan Ketertukaan Informasi. Malang, Setara Press, him, 7

= Cholidah Usama, 2015, Pengantar e Hukum, Palembang,
Noerfikr Offset., him. 15
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GLOSARIUM
A

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
berpendapat). Asas adalah alas berfikir, menjiwai tumpuan
berfikir atau pendapat seorang individu yang bersumber dari
suatu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga
nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas. Dalam kamus
besar Bahasa Inggris, Asas di formatkan sebagai Principle,
sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga
pengertian yaitu chukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi
tumpuan berfikir atau berpendapat, dan dasar cita-cita

E

Etik adalah kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak,
dengan kata lain nilai mengenai benar atau salah yang dianut
suatu golongan masyarakat. Etik merupakan kata benda.

Etika berasal dari bahasa dari bahasa Yunani “ethos™ artinya
kebiasaan atau watak, Yunani Kuno ethikos berarti “timbul dari
kebiasaan,” adalah cabang utama filsafat yang mempelajari
nilar kualitas  yang menjadi studi mengenai  standar  dan
penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan
konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.
Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika
disebut sebagai 1) ilmu apa yang baik dan buruk dan tentang
hak dan kewajiban, 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenan
dengan akhlak, 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut
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suatu golongan ataw masyarakat. Dalam sistematika filsafat,
etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia
dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat
ditentukan oleh akal.

J

Jabatan adalah ruang lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk
waktu tertentu dan diberikan tugas dan wewenang berdasarkan
kemampuan seseorang. Kemampuan menunjukkan kecakapan
atau keahlian yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan,
siapapun yang akan menduduki jabatan haruslah orang yang
memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan keahlian dan
kecakapan, karena akan berpengaruh terhadap kuoalitas dari
tugas vang dilakukan oleh pemangku jabatan tersebut,

Jabatan Publik adalah  lingkungan  kerja  tetap  vang
didalamnya  terkandung  wewenang  yang tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

M

Moral Moral dari bahasa latin mos (jamak moeres), artinya cara
hidup atau kebiasaan, dan istilah im muncul pula istilah morale

atau maril
Moral Kerja padanan bahasa inggns working morale, dalam
tulisan ini diartikan sebagai kegairahan kerja. Moral atau

kegairahan kerja adalah kesepakatan batiniah yang muncul dari

144

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai
tujuan tertentu sesuai dengan baku mutu yvang ditetapkan,

P

Profesi adalah  pekerjaan  tetap  pada  bidang tertentu
berdasarkan keahlian khusus serta bertanggung jawab. Pekerja
yang menjalankan profesi disebut dengan profesional, dengan
kata lain seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu.
Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan
tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan
khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan
sebagai kata benda dan yang berarti orang yang mempunyai
keahlian  seperti  guru, dokter, hakim, dan sebagainya,
profesional menunjuk pada dua hal yait, 1) pertama, orang
yang menyandang  suatu  profesi, misalnya  dia  seorang
profesional. 2) Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan
pekerjuannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua
ini, bahwa kata profesional dikontraskan  dengan  non
profesional atau amatir,

Profesionalitas adalah, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang
merupakan ciri suatu profesi atau orang  yang profesional.
Profesionalitas  bersangkutan dengan  profesi, memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankanya, dan mengharuskan
adanya pembayaran untuk melakukanya.
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Penjabat (pemangku jabatan) adalah orang yang memegang
Jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan,

Penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau
menempatkan.  Penempatan  adalah menepati  seseorang di
posisi kerja sesuai dengan keahliannya atau  kecakapan
seseorang karena dipilih dan diangkat berdasarkan kebutuhan
dalam suatu organisasi.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenubi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara  tetap oleh pejabat  pembina  kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan, Pegawai ASN adalah profesi
bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
Kedudukan dan peranan dari PNS dalam setiap organisasi
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan
tulang  punggung  pemerintahan  dalam  melaksanakan
pembangunan nasional.

Pelayanana Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.
Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang
senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan.

Pelayanan Publik Etik adalah pengabungan konsep antara
pelayanan publik dan etik, pelayanan publik etik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
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kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk berdasarkan
nilai benar atau salah yang dianut dalam golongan masyarakat.
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